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PENETAPAN
Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.Botg
Ze AU z
P
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 01 Januari 1993,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di
Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai

Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bontang, 21 Mei 1983, agama
Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan
SLTA, tempat kediaman Kota Bontang, Kalimantan
Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01
November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bontang dibawah Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.Botg tanggal 01 November 2021,
telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di
Ngawi pada tanggal 29 September 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, dengan

Kutipan Akta Nikah Nomor. 0279/057/1X/2016 tanggal 29 September 2016;
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Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan,
dan bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Kelurahan
Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 5 tahun 1 bulan
dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah

mencapai 5 tahun 2 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang

anak yang bernama ANAK lahir di Bontang, 13 Agustus 2017;

4, Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 mulai terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena
Masalah Tergugat memiliki sifat tempramental yang tinggi, Tergugat sering
marah meskipun dengan hal-hal kecil, bahkan Tergugat tidak segan telah
melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap
Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin
tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 31 Oktober 2021 dan akibatnya
sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 hari, Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan

rumah orang tua Tergugat;

7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena
perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan
untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai

dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan
dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan

hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim
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yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Agung Prasetya bin Alex

Sadimin) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;
SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan
Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator
Riduansyah, S.H.l. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi
dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 16

November 2021 yang isinya sebagai berikut:

Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

Para Pihak adalah pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;

3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang

netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna
mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa
menggunakan cara memutus atau memaksanakan sebuah

penyelesaian;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian
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Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatan kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat. Apabila Tergugat mengulangi
perbuatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat kembali,
maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai gugat;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mencabut perkara Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.Botg tersebut
dan menyatakan perkara telah selesai;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh
Penggugat;

Bahwa, di dalam persidangan Penggugat membenarkan kesepakatan
perdamaian tersebut di atas dan menyampaikan kepada Majelis Hakim
mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil
mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaiannya,
Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada

Penggugat;
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Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
443/Pdt.G/2021/PA.Botg dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 23 November
2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Nor
Hasanuddin, Lc., M.A., sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.l. dan Ahmad
Farih Shofi Muhtar, S.H.l., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu
oleh Hijerah, S.H., S.H.l., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat.
Ketua Majelis

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Riduansyah, S.H.I Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti
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Hijerah, S.H., S.H.l.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses ‘Rp 50.000,00
- Panggilan  :Rp 160.000,00
- PNBP "Rp 20.000,00
- Redaksi ‘Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah 'Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
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